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Ungkapan Pribadi: 

Saya menyadari bahwa meneliti mengenai Penghinaan Presiden Dan Wakil 

Presiden Serta Batasan Kebebasan Berekspresi merupakan topik yang penuh 

dengan tantangan, Dalam konteks ini penting untuk memahami bahwa kebebasan 

berekspresi adalah salah satu pilar demokrasi yang dijamin oleh konsititusi, tetapi 

bukan hak yang bersifat absolut di negara demokrasi. 

Saya berharap melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang 

mampu menjaga martabat pejabat negara tanpa mengorbankan prinsip demokrasi 

dan kebebasan warga negara untuk menyuarakan pendapat mereka. 

 

Selama proses penulisan skripsi ini, saya menyadari betapa pentingnya 

peningkatan pemahaman tentang Penghinaan Presiden Dan Wakil Presiden Serta 

Batasan Kebebasan Berekspresi, terutama di antara aparat penegak hukum. 

Melalui penelitian ini, saya belajar bahwa setiap individu memiliki hak untuk 

menyuarakan pendapat dengan baik dan benar. 

 

Saya juga ingin mengungkapkan rasa terima kasih kepada para pembimbing dan 

seluruh pihak yang telah memberikan dukungan sepanjang proses ini. Bimbingan 

dan masukan mereka tidak hanya membantu saya menyelesaikan skripsi ini, tetapi 

juga memberikan wawasan baru mengenai Penghinaan Presiden Dan Wakil 

Presiden Serta Batasan Kebebasan Berekspresi. Saya berharap hasil penelitian ini 

dapat menjadi landasan untuk diskusi lebih lanjut mengenai perbaikan regulasi 

hukum di Indonesia, khususnya terkait Penghinaan Presiden Dan Wakil Presiden 

Serta Batasan Kebebasan Berekspresi 

 

 

 

           Motto: 

Dimana kebabasan berbicara dihargai, 

Disana demokrasi tumbuh. 
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ABSTRAK 

 

Nama : Aria Wiratama Heriansyah 

Nim : 201810110311094 

Judul   : Penghinaan Presiden Dan Wakil Presiden Serta Batasa 

Kebebasan Berekspresi: Studi Hukum Dalam Konteks 

Demokrasi Indonesia       

Pembimbing  : Ratri Novita Erdianti, SH.,MH 

   Dr. Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH. 

Penelitian ini mengkaji penerapan pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil 

Presiden dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (Undang-

Undang No. 1 Tahun 2023), khususnya dalam konteks kebebasan berekspresi di 

negara demokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keseimbangan 

antara perlindungan pejabat publik dan hak kebebasan berbicara. Dengan 

menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini menganalisis norma hukum 

dan kasus-kasus terkait penghinaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Pasal 218 ayat (1), 

218 ayat (2), 219, 240, dan 241 KUHP Nasional. Tindakan ini diklasifikasikan 

sebagai penyerangan harkat dan martabat yang mencakup lebih dari sekadar 

penghinaan, termasuk fitnah, caci maki, dan merendahkan. Unsur pidana ini 

meliputi penyerangan harkat dan martabat, kesengajaan, serta penyebaran melalui 

teknologi informasi. Tindak pidana ini merupakan delik formil dan delik aduan. 

Namun, pasal-pasal ini memiliki kelemahan berupa potensi multitafsir dan 

pembatasan kebebasan berekspresi, yang berisiko mengkriminalisasi kritik yang 

sah dan menyalahgunakan kekuasaan. 

 

Kata kunci: Penghinaan; Kebebasan Berekspresi; Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana; Presiden; pejabat publik. 
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ABSTRAK 

 

Nama : Aria Wiratama Heriansyah 

Nim : 201810110311094 

Judul   : Penghinaan Presiden Dan Wakil Presiden Serta Batasa 

Kebebasan Berekspresi: Studi Hukum Dalam Konteks 

Demokrasi Indonesia       

Pembimbing  : Ratri Novita Erdianti, SH.,MH 

   Dr. Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH. 

This research examines the application of the article on insulting the President and 

Vice President in the Indonesian Criminal Code (Law No. 1 of 2023), particularly 

in the context of freedom of expression in a democracy. This research aims to 

analyze the balance between the protection of public officials and the right to 

freedom of speech. Using the normative juridical method, this research analyzes 

legal norms and cases related to insults. The results show that insults against the 

President and Vice President are regulated in Articles 218 paragraph (1), 218 

paragraph (2), 219, 240, and 241 of the National Criminal Code. This act is 

classified as an attack on dignity which covers more than just insults, including 

slander, insults, and degradation. The elements of this crime include assault on 

dignity, intent, and dissemination through information technology. This crime is a 

formal offense and a complaint offense. However, these articles have weaknesses 

in the form of potential multiple interpretations and restrictions on freedom of 

expression, which risk criminalizing legitimate criticism and abuse of power. 

 

Keywords: Defamation; Freedom of Expression; Criminal Code; President; 

public official
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membatasi kebebasan berpendapat, diantaranya, Siprus, El Savador, Inggris dan 

Wales, Estonia, Georgia, Irlandia, Jamaika, Makedonia, Maladewa, Montenegro, 

Rumaia, Sri Lanka.42 

Mahkamah Agung Zimbabwe menguji konstitusionalitas pasal penghinaan 

tahun 2014, Sembilan hakim Mahkamah Agung Zimbabwe dalam kasus Nevanji 

Madanhire v. Jaksa Agung, CCZ 2/14 dengan suara bulat menyatakan bahwa 

pelanggaran pencemaran nama baik/penghinaan tidak dapat dibenarkan secara 

wajar dalam Masyarakat demokratis sesuai idengan Pasal 20 (2) dari konstitusi 

Zimbabwe.43  

1. Pasal Penghinaan Terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam 

KUHP (Wvs) 

Pada tahun 1816-1942 Belanda menjajah Indonesia (Hindia Belanda) 

dan sekaligus menerapkan hukum pidananya, (Wetboek Van Strafrecht), 

sebab hal tersebut merupakan bagian dari politik hukum negara kolonial 

Belanda mengharuskan diterapkannya Wvs di negara jajahan, keadaan 

yang demikian, akan terus berlanjut sampai Indonesia Merdeka, hingga 

akhirnya direvisi dengan karya KUHP bangsa sendiri.44 

 Pemberlakuan hukum pidana kolonial dimulai pada tanggal 26 

Februari 1946, kemudian pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-

undang Nomor 1 tahun 1946, yang kemudian menjadi dasar hukum 

perubahan Wvs dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). dalam 

Pasal XVII Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, diatur bahwa peraturan 

ini mulai berlaku di wilayah Jawa dan Madura sejak tanggal 

                            
42  https://www.mondaq.com/india/libel--defamation/1305846/defamation-and-

democracy-what-does-the-law-say#_ftnref1 
43 Ibid. 
44 Ali Zaidan, Menuju Pembaharuan Hukum Pidana, Jakarta, Sinar Grafika, 2015, 

hlm, 121. 
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